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Dengan ini saya, DEVIRA DEA PRANUSA. NPM 1903100001, menyatakan

dengan inisungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang
dilarang oleh undang-undang. termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain
dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil Karya ilmiah orang
lain, adalah tindakan kejahatan yang di hukum menurut undang-undang yang
berlaku.

. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang

[5]

lain atau plagiat. atau karya jiplakan dan karya orang lain.

3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk
memperoleh kesarjanaan di perguruan tinggi. dan sepanjang pengetahuan saya.
juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh
orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan discbutkan dalam dafiar
pustaka.

Bila kemudian hari t.grb‘ukli pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa
mengajukan banding menerima sanksi: 3

2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta
pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkip nilai yang saya terima. -

Medan,29Agustus 2023
Yang Menyatakan
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FUNGSI PENGAWASAN PREVENTIF DALAM PROSES
REKRUTMEN JURU PARKIR DI DINAS
PERHUBUNGAN KOTA MEDAN

ABSTRAK
OLEH :

DEVIRA DEA PRANUSA

Masalah perparkiran di Medan masih selalu ada. Untuk itu, Dinas
Perhubungan Kota Medan untuk segera menyelesaikan masalah-masalah yang
ada. Dilanjutkan dengan beredarnya sebuah video seorang Wanita menggunakan
rompi parkir elektronik di Kota Medan tepatnya di seputaran jalan Jamin Ginting
yang menagih uang parkir secara tunai, padahal pengendara mobil sudah
mengeluarkan kartu E-Tol untuk membayar parkir secara elektronik. Kepala
Bidang Parkir Dinas Perhubungan Medan Nikmal Fauzi Lubis membenarkan
adanya kejadian itu. Dia menyebut wanita yang berada di dalam video itu adalah
salah satu jukir perusahaan yang bekerja sama dengan Pemkot Medan, untuk
menangani program e-parking. Dari kasus diatas jelas masih banyak permasalahan
juru parkir yang mengutip secara tunai atau melakukan pembayaran illegal.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Proses
pengumpulan data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara
mendalam terhadap informan. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu
dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

Hasil dari penelitian ini Pengawasan/Monitoring Terkait dengan
pengawasan Dinas Perhubungan telah melakukan tugas sesuai dengan kegiatan
rencana aksi dengan membentuk petugas patroli, petugas pengawasan perparkiran
dan penarikan retribusi. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara serta
pembahasan penulis dalam penelitian ini, bahwa Dinas Perhubungan Kota Medan
melalui seksi perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan memiliki beberapa
strategi khusus dalam Menangani Juru Parkir di Kota Medan yakni 1)
Pendataan/penataan 2) perekrutan 3) pembinaan 4) pengawasan/monitoring yang
sudah dilakukan sesuai dengan kegiatan rencana aksi seksi perparkiran Dinas
Perhubungan Kota Medan yang menegakan aturan Peraturan Daerah maupun
Peraturan Walikota Medan dalam pengelolaan pemasalahan parkir di Kota
Medan.

Kata Kunci : Pengawasan Preventif, Rekrutment Juru Parkir
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Dinas Perhubungan Kota Medan memiliki tanggung jawab untuk
memfasilitasi mobilitas masyarakat dengan menyediakan ruang parkir yang aman
dan teratur. Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh dinas tersebut adalah
merekrut juru parkir sebagai pengatur parkir di sejumlah lokasi yang disediakan.
Namun, di sisi lain, terdapat beberapa masalah yang sering terjadi di lapangan
terkait dengan kinerja dan integritas dari juru parkir.

Beberapa masalah yang sering terjadi di antaranya adalah adanya dugaan
penyalahgunaan wewenang, seperti menarik tarif parkir yang tidak sesuai atau
mengambil keuntungan secara pribadi dari pendapatan parkir, serta kurangnya
kompetensi dan kedisiplinan dari sejumlah juru parkir dalam menjalankan
tugasnya. Masalah ini tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat dalam
memarkir kendaraannya, tetapi juga merugikan pihak Dinas Perhubungan Kota
Medan.

Kemudian, masalah yang sering terjadi dalam merekrut juru parkir terjadi
karena rendahnya kualitas dari juru parkir yang dipilih dan kesulitan untuk
mengawasi kinerja mereka. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakmampuan juru
parkir dalam mengatur parkir dan lalu lintas kendaraan, serta dapat
membahayakan keamanan kendaraan dan pengguna jalan lainnya.

Dari Detik Sumut, Wali Kota Medan Bobby Nasution mengakui masalah
perparkiran di Medan masih selalu ada. Untuk itu, dia meminta Dinas

Perhubungan Kota Medan untuk segera menyelesaikan masalah-masalah yang



ada. Dilanjutkan dengan beredarnya sebuah video seorang Wanita menggunakan

rompi parkir elektronik di Kota Medan tepatnya di seputaran jalan Jamin Ginting

yang menagih uang parkir secara tunai, padahal pengendara mobil sudah
mengeluarkan kartu E-Tol untuk membayar parkir secara elektronik. Kepala

Bidang Parkir Dinas Perhubungan Medan Nikmal Fauzi Lubis membenarkan

adanya kejadian itu. Dia menyebut wanita yang berada di dalam video itu adalah

salah satu jukir perusahaan yang bekerja sama dengan Pemkot Medan, untuk
menangani program e-parking. Dari kasus diatas jelas masih banyak permasalahan
juru parkir yang mengutip secara tunai atau melakukan pembayaran illegal.
Masalah pungutan liar ini tentu saja merugikan para pengguna kendaraan
yang harus membayar uang parkir yang lebih dari yang seharusnya mereka bayar.

Untuk dapat mengatasi masalah ini, dapat diterapkan Langkah-langkah sebagai

berikut :

a) Memperketan pengawasan terhadap juru parkir yang bekerja di tempat tempat
parkir umum termasuk dengan melakukan pemantauan secara rutin dan
memberikan sanksi terhadap pelaku pungli.

b) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban
sebagai pengguna kendaraan saat menggunakan tempat parkir umum yang
resmi.

c) Meningkatkan pengawasan dan pengelolaan tempat parkir umum yang resmi
oleh pihak dinas perhubungan kota medan.

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah penelitian yang bertujuan untuk

menganalisis peran pengawasan preventif dalam proses rekrutmen juru parkir di



Dinas Perhubungan Kota Medan. Tujuannya adalah untuk memberikan
rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan preventif dan
meminimalisasi terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang oleh juru
parkir.

Peraturan Walikota Medan Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah tahun 2021-2026, telah menyusun rencana strategis mengenai
Parkir yang dibagi menjadi dua yaitu seksi parkir wilayah Il dan parkir khusus.
Wilayah Il dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Perparkiran.

Dinas Perhubungan Kota Medan selaku penanggung jawab didalam
bidang perparkiran dapat membantu meningkatkan kualitas dari juru parkir yang
direkrut, mengurangi risiko kesalahan dan masalah, serta memastikan kelancaran
dan keamanan lalu lintas kendaraan dan parkir di kota Medan.

Dalam pemilihan jukir juga ada kriteria tersendiri demi mencegah
terjadinya kecurangan dan masalah Ketika di lapangan. Salah satu tes seleksi
untuk juru parkir adalah tes urin yang baru akan di lakukan pada tahun 2023
karena melihat banyak juru parkir yang mengalami gangguan Kesehatan Ketika
bertugas dan beberapa ada yang terjaring penangkapan karena mengkonsumsi
narkoba. Sebelumya, DPRD Kota Medan mendukung usulan warga yang meminta
dilakukan tes urin terhadap jukir yang kerap membuat gadung tes urin itu pun

diminta mendjadi syarat untuk merekrut jukir.



Maka dari itu berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan
membahas mengenai “Fungsi Pengawasan Preventif Dalam Proses Rekrutmen
Juru Parkir Di Dinas Perhubungan Kota Medan”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka
yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :
1. Mengapa fungsi pengawasan preventif diperlukan dalam proses rekrutmen
juru parkir di Dinas Perhubungan Kota Medan?
2. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan preventif dalam proses rekrutmen
juru parkir di Dinas Perhubungan Kota Medan?
1.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui :
1. Untuk mengetahui fungsi pengawasan preventif dalam proses
rekrutmen juru parkir yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan.
2. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi
pengawasan preventif dalam proses rekrutmen juru parkir di Dinas
Perhubungan Kota Medan.
1.4. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Melalui penelitian ini diharapkan dpaat memberikan sumbangan teoritis
kepada kajian llmu Administrasi Publik, khususnya pada kajian mata

kuliah manajemen public



2. Manfaat praktis
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
pihak-pihak yang terkait, yaitu :
a) Bagi Mahasiswa
1) Dapat memperdalam pengetahuan tentang Fungsi Pengawasan
Preventif dalam proses rekrutmen juru parkir di Dinas
Perhubungan Kota Medan
2) Dapat menerapkan teori yang didapat dari perkuliahan dengan
kegiatan penelitian di lapangan
b) Bagi peneliti
Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi
pihak-pihak yang mempunyai permasalahan yang sama atau ingin
mengadakan penelitian lebih lanjut.
1.5.Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten.
Agar dapat mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka
dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab

dengan bab yang lainnya, yaitu sebagai berikut:



BAB | :

BAB I :

BAB Il :

BAB IV :

BABV :

PENDAHULUAN

Pada bab ini membuat latar belakang, rumusan masalah,
tujuan dan manfaat penelitian

URAIAN TEORITIS

Pada bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang
melandasi penelitian yang akan menguraikan antara lain,
Pengawasan, Pengawasan Preventif, Rekrutmen

METODE PENELITIAN

Bab memuat jenis penelitian, kerangka konsep, definisi
konsep, penelitian, informan penelitian, Teknik
pengumpulan data, Teknik analisis data, lokasi dan waktu
penelitian, deskripsi ringkas objek penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penyajian data, hasil
penelitian dan pembahasan.

PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.



BAB II
URAIAN TEORITIS
2.1. Uraian Teori

2.1.1. Pengertian Pengawasan

Menurut (Putri, 2017) Pengawasan adalah kegiatan manajer yang
mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan dan hasil yang dikehendaki. Dalam pengertian pengawasan terlihat
tujuan dari pengawasan yaitu mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai
dengan rencana. Pengawasan adalah upaya pemantauan secara terus menerus
untuk memahami bidang-bidang tertentu dari perencanaan yang sedang di
jalankan serta akan sekaligus berfungsi ksebagai alat evaluasi dari rencana yang
dikerjakan, karena dasar dari pengawasan akan menghasilkan kesimpualan akhir
dari sebuah perencanaan yang di kerjakan.

Menurut (Sukanto, 2014) pengawasan pada hakikatnya merupakan usaha
memberi petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak seseuai
dengan rencana. Lebih lanjut dikatakan bahwa pengawasan terdiri dari penentuan-
penentuan standar, supervise kegiatan atau pemeriksaan, pembandingan hasil
dengan standar serta mengoreksi kegiatan atau standard.

Menurut (The Liang Gie,2000) Pengawasan adalah keseluruhan aktifitas
mengawasi, memeriksa, mencocokan, dan mengendalikan segenap kegiatan agar
berlangsung sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan hasil yang dikehendaki.

Dari uraian di atas dapat saya simpulkan bahwa pengawasan diakukan dengan
satu tujuan yaitu agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan. Semuanya

bertujuan agar sebuah kegiatan atau pekerjaan dapat terlaksana dengan baik tanpa



ada kesalahan sedikitpun. Kemudian saya menambahkan dari uraian di atas
pengawasan merupakan suatu konsep yang lebih menyerap, konsep yang
membantu para atasan memantau efektivitas dan perencanaan agar dapat
dilakukan tindakan selanjutnya. Langkah awal proses pengawasan adalah
perencanaan, penetapan tujuan, standar atau sasaran pelaksanaan satu kegiatan.

1. Fungsi Pengawasan

Pengawasan disebut juga sebagai pengendalian, fungsi manajemen yang
berkenaan dengan prosedur pengukuran hasil kerja terhadap tujuan yang telah
ditentukan. Dengan kata lain, fungsi ini bertujuan untuk memastikan penemuan
dan penerapan kegiatan di lapangan sesuai dengan yang direncanakan.

Menurut (Juliana, 2008) mengemukakan tentang fungsi pengawasan adalah
identifikasi berbagai factor yang menghambat kegiatan dan pengambilan tindakan
korelasi yang diperlukan agar tujuan dapat tercapai.fungsi ini diperlukan untuk
memastikan apakah yang telah direncanakan dan diorganisasikan dapat berjalan
dengan baik.

Dari pandangan ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan memiliki
fungsi manajemen yang penting untuk memastikan bahwa organisasi dan
karyawan berkinerja baik dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

(Nawawi, 2000) memiliki pendapat soal pengawasan dapat didibedakan
dalam dua kelompok besar menurut funginya, yaitu :

a. Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dibidang
pengawasan dalam membantu Presiden sebagai Administrator pemerintahan

yang tertinggi dalam mengendalikan administrasi negara. Dengan katalain,



fungsi pengawasan dilaksanakan oleh badan/organisasi/unit kerja yang
volume dan beban kerja atau tugas pokoknya di bidang pengawasan.
Pengawasan yang dilakukan oleh badan ini terhadap aparatur pemerintah
dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan
disebut sebagai pengawasan dari luar (ekstern).

Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh setiap atasan langsung terhadap
bawahannya dalam mewujudkan manajemen yang sehat di lingkungan
organisasi/unit kerja masing-masing. Pengawasan ini disebut sebagai
pengawasan atasan langsung sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan atasan
langsung ( pengawasan intern). Untuk melaksanakan tugas pengawasan ini,
setiap atasan langsung dapat melakukannya sendiri dan dapat pula menunjuk
sejumlah pembantu, misalnya berupa tim tetap atau berkala.

Arifin dan Hadi W, dalam fungsi pengawasan ada tiga hal penting yang perlu

diperhatikan, diantaranya adalah :

1.

2.

Menentukan standar atau tolak ukur prestasi kerja.

Mengukur hasil kerja dengan standar yang ada.

Membandingkan prestasi dengan Langkah-langkah yang telah ditetapkan.
Mengambil Langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki hasil kerja

yang tidak sesuai dengan standar atau tolak ukur.

2.1.2. Pengertian Pengawasan Preventif

Menurut (Revrisond, 2000), pengawasan preventif adalah pengawasan yang

dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan atau sebelum terjadinya



10

pengeluaran keuangan negara. Pengwasan preventif pada dasarnya dilakukan untuk
mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan

Tindakan preventif merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi
pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor
niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi kamtibmas tetap terpelihara
aman dan terkendali (Nurdjana,2009).

(Amin, 2018) mengatakan tipe pengawasan preventif sangat diperlukan
karena dapat menghentikan timbulnya permasalahan. Para pendesain sistem harus
menekankan pengendalian mereka pada pengawasan preventif. Merupakan hal
yang lebih ekonomis dan lebih baik bagi hubungan antar manusia untuk
mencegah suatu permasalahan sebelum timbul daripada mendeteksi dan
mengoreksi pemasalahan setelah terjadi.

Menurut (Aziz, 2015) dalam bukunya Manajemen Risiko dalam Perspektif
Syariah, preventif adalah Langkah-langkah yang di ambil untuk mencegah
terjadinya risiko atau kerugian di masa depan.

Menurut (Mulyadi,2011), dalam bukunya "Sistem Manajemen Keselamatan
dan Kesehatan Kerja", preventif adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk
mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan cara
mengidentifikasi dan menangani faktor-faktor risiko di tempat kerja.

1. Indikator Pengawasan Preventif
Proses indikator pengawasan menurut (Asmawar, et,al, 2014) ada lima tahap

yaitu :
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Penetapan standar pelaksanaan

2.

3.

4.

5.

Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Pengukuran pelaksanaan kegiatannya

Pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan
penyimpangan-penyimpangan

Pengambilan tindakan koreksi, bila diperlukan

Selanjutnya, terdapat indikator pengawasan preventif , yaitu :

1.

Pembinaan sumberdaya manusia, adalah suatu konsep yang
memandang sumberdaya manusia sebagai aset yang berharga bagi
organisasi dan mendorong suatu lembaga untuk mengembangkan
karyawan melalui pendidikan, pelatihan, pengembangan Kkarir, dan
program-program pengembangan karyawan lainnya.

Diperlukan standar produksi untuk mengukur tingkat kenerja karyawan,
yaitu diperlukan standar produksi untuk mengukur tingkat Kinerja
karyawan karena standar produksi dapat memberikan panduan yang
jelas bagi karyawan tentang apa yang diharapkan dari mereka. Standar
produksi juga dapat membantu perusahaan/organisasi  untuk
menentukan target produksi yang realistis dan memantau Kinerja
karyawan secara teratur.

Penetapan dan review atas ukuran Kinerja karyawan

Penetapan dan review atas ukuran kinerja karyawan adalah suatu

proses untuk menetapkan standar atau ukuran Kinerja yang jelas untuk
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masing-masing karyawan dan melakukan evaluasi terhadap kinerja
karyawan tersebut secara berkala.

4. Pengawasan kerja selalu dilakukan setiap harinya, untuk memastikan
bahwa karyawan bekerja dengan efektif dan efisien serta untuk
menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan prosedur
yang telah ditentukan. menunjukkan bahwa pengawasan kerja harus
menjadi suatu kegiatan yang dilakukan secara teratur dan konsisten
setiap hari untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan baik
dan efisien.

5. Riview atas Kkinerja karyawan, organisasi atau Lembaga dapat
memastikan bahwa evaluasi kinerja dilakukan secara objektif atau
efektif, sehingga dapat membantu meningkatkan kinerja karyawan dan
mencapai tujuan organisasi.

2.1.3. Pengertian Rekrutmen

Menurut (Simamora,2015) Rekrutmen (recruitment) adalah serangkaian

aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan,

keahlian dan pengetahuan yang diperlukan guna menyimpan kekurangan
yang identifikasi dalam perencanaan kepegawaian.

Menurut (Jackson, et, al 2010), perekrutan (recruitment) adalah mencari
dan mendapatkan pelamar berkualitas bagi perusahaan untuk mengisi jabatan
yang kosong.

Menurut (Meldona,2009), rekrutmen dapat didefinisikan sebagai sebuah

proses mencari dan menarik (pembujuk untuk melamar) pelamar yang
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memenuhi syarat untuk mengisi jabatan/posisi tertentu yang lowong, yang
telah diidentifikasi dalam perencanaan sumber daya manusia.

Dari pengertian di atas, rekrutmen pada dasarnya merupakan usaha untuk
mengisi jabatan atau pekerjaan yang kosong di lingkungan suatu organisasi
atau perusahaan, untuk itu terdapat dua sumber sumber tenaga kerja yakni
sumber dari luar (eksternal) organisasi atau dari dalam (internal) organisasi.
Penarikan (rekrutmen) pegawai merupakan suatu proses atautindakan yang
dilakukan oleh organisasi untuk mendapatkan tambahan pegawai melalui
beberapa tahapan yang mencakup identifikasi dan evaluasi sumber-sumber
penarikan tenaga kerja, menentukan kebutuhan tenaga kerja, proses seleksi,
penempatan, dan orientasi tenaga kerja.

1. Tujuan Rekrutmen

(Yasa & Dewi, 2019) Kegiatan melakukan rekrutmen selalu dikaitkan
dengan apa yang sudah dibuat pihak perencanaan tenaga kerja. Artinya apa
yang hendak dilakukan oleh pihak perencanaan tenaga kerja. Artinya apa yang
hendak dilakukan oleh pihak yang melakukan rekrutmen harus selaras dan
disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja. Misalnya dari segi waktu yang
dibutuhkan, jumlah yang dibutuhkan dan kualifikasi yang telah

dipersyaratkan. Beberapa tujuan rekrutmen ;
1) Agar sesuai dengan program dan strategi perusahaan. Sebelum
melaksanakan kegiatannya, perusahaan terlebih dahulu menetapkan

program dan strategi untuk mencapai sasarannya. Untuk merealisasikan
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program dan strategi, perusahaan melakukan penarikan tenagakerja sesuai
kebutuhan.

2) Untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan
panjang, berkaitan dengan perubahan dalam perusahaan.

3) Untuk mendukung kebijaksanaan perusahaan dalam mengelola sumber
daya manusia yang beragam.

4) Membantu dalam meningkatkan keberhasilan proses pemilihan tenaga
kerja dengan mengurangi calon karyawan yang jelas tidak memenuhi
syarat menjadi karyawan.

5) Mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang barubekerja.

6) Sebagai upaya dalam mengkordinasikan penarikandengan progra
pemilihan dan pengembangan tenaga kerja.

7) Melakukan evaluasi efektif tidaknya berbagai teknik yang dilakukan
dalam penarikan tenaga kerja.

8) Memenuhi kegiatan perusahaan untuk mendukung program pemerintah
dalam hal mengurangi tingkat pengangguran.

. Fungsi Rekrutmen
Menurut (Santoso, 2019) Fungsi rekrutmen lalah upaya pencarian

sejumlah calon pegawai yang memenuhi syarat tertentu dalam jumlah tertentu,

sehingga organisasi maupun perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang
paling sesuai untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Akibatnya

rekrutmen menarik minat sesorang untuk mendaftar diorganisasi tersebut.
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Dari penjelasan diatas dapat dikatakan fungsi rekrutmen adalah sebagai
usaha yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mendapatkan sumber daya
manusia yang dibutuhkan dalam mengisi jabatan-jabatan ertentu yang masih
kosong dan sesuai dengan patokan yang diinginkan oleh organisasi atau

perusahaan tersebut.



BAB Il1

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menghendaki suatu informan dalam
bentuk deskripsi dan lebih menghendaki makna yang berada dibalik deskripsi data
tersebut. Melalui penelitian kualitatif deskriptif, peneliti bermaksud untuk
menggambarkan

Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang di
amati. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial, pemberian suara pada
perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi. Hal ini didasarkan pada
kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari seting sosial dan bahwa
pemahaman pengetahuan sosial adalah satu proses ilmiah yang sah (legitimasi).
3.2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau
kaitan antara konsep- konsep atau variabel- variabel yang akan diamati atau

diukur melalui penelitian yang akan dilakukan (Notoatmodjo, 2012).
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Dinas Perhubungan Kota Kinerja lapangan juru parkir
Medan. -

1. Pembinaan Sumber

daya

2. Standarisasi dan
tingkat kinerja juru
parkir

3. Pengawasan kinerja

Tercapainya fungsi perhari
pengawasan preventif dalam 4. Evaluasi, riview atas
rekrutmen juru parkir. kinerja
Gambar 3.1.

Kerangka Konsep

3.3. Definisi konsep

b)

d)

Definisi konsep menurut (Sinarimbun & Effendi, 2001) adalah
pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti
dalam mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. Berdasarkan teori
tersebut, maka definisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
Fungsi adalah Tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau
suatu system dalam mencapai tujuan tertentu.

Pengawasan (controlling) merupakan kemampuan dalam mengendalikan dan
rasa kemauan yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan organisasi serta
menunjuk kinerja yang baik dari para pegawai.

Pengawasan Preventif adalah suatu Tindakan atau kegiatan yang dilakukan
untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya suatu masalah atau
resiko di masa depan.

Rekuretmen adalah proses seleksi karyawan baru dalam suatu oraganisasi

atau perusahaan.
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3.4. Kategorisasi penelitian

Kategorisasi penelitian menunjukan bagaimana cara mengukur suatu variable
penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi
penelitian pendukung untuk analisis dari penelitian tersebut. Adapun kategorisasi
dalam penelitian ini adalah :
a) Pembinaan Sumber daya
b) Standarisasi dan tingkat kinerja juru parkir
c) Pengawasan kinerja perhari

d) Evaluasi, riview atas kinerja

3.5. Narasumber

Untuk melengkapi data dan informasi peneliti ini menggunakan Teknik
pengumpulan data dari narasumber yaitu Dinas Perhubungan Kota Medan di
bidang Sumber Daya Manusia (SDM)
3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi dari narasumber, peneliti
menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut :
a) Data Primer

Teknik pengumpulan data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan
secara pada lokasi penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan
wawancara mendalam yaitu dengan cara memberikan pertanyaan langsung kepada
sejumlah pihak terkait yang didasarkan pada percakapan intensif dengan suatu
tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Metode wawancara

ditujukan untuk informan penelitian yang telah ditetapkan.
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b) Data Sekunder

Melalui studi keputusan peneliti menggunakan data-data yang relevan dengan
permasalahan yang diteliti dan diperoleh dari referensi beberapa buku, jurnal
serta naskah lainnya. Data yang diperoleh menggunakan data sekunder dan
digunakan sebagai pendukung dalam analisis data.
3.7. Teknik analisis data

Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah Teknik analisis data kualitatif.
Menurut( Moleong, 2007), Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan
menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul,
menyusunnya dalam satu kesatuan yang kemudian dikategorikan pada tahap
berikutnya dan memeriksa keabsahan dan serta menafsirkannya dengan analisis
dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian.
Jadi, analisis data kualitatif yaitu dengan menyajikan data dan melakukan analisis
terhadap masalah yang ditemukan di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang
jelas tentang objek yang diteliti kemudian menarik kesimpulan.
3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi Penelitian.

Suatu penelitian sudah memiliki objek, agar penelitian dapat terlaksana.
Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan. Sesuai dengan
hal tersebut, maka menetapkan objek pada Kantor Dinas Perhubungan Kota
Medan di JI. Pinang Baris, Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera

Utara 20127
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2. Waktu Penelitian.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian
Kegiatan 2023

prd
o

Pengajuan judul
Acc Judul
Observasi Awal
Pengajuan proposal
Sempro

Penulisan Skripsi
Bimbingan Skripsi
Sidang Meja Hijau

OINOO|OT AW NF-




BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Medan
Departemen Perhubungan telah ada sejak periode awal kemerdekaan

Indonesia yang dibentuk berdasarkan periode Kabinet - Kabinet Republik
Indonesia. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Medan disusun berawal
dari pemikiran strategis tentang nilai-nilai luhur yang dianut /dimiliki oleh seluruh
pimpinan dan staf Dinas Perhubungan Kota Medan yang merupakan karakteristik
inti dari tugas pokok yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kota Medan.
Berdasarkan peraturan Daerah Kota Medan No.4 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah
Kota Medan. Pemerintah Daerah bermaksud melakukan pembinaan, pengawasan
dan pengendalian terhadap penyelenggaraan hubungan daerah. Pemerintah Daerah
juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan perhuubungan
yang efektif, efisien, profesional, handal dan berkemampuan.
1. Visi Dinas perhubungan Kota Medan

Visi Dinas Perhubungan Kota Medan adalah mewujudkan penyelenggaran

pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai

tambah dalam upaya menciptakan masyarakat Kota Medan yang beriman,

maju, mandiri, mapan dan berkeadilan di dalam kebhinekaan yang didukung

tata pemerintahan yang baik

21
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Handal meliputi :

Aman, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan

menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung

pembangunan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Misi Dinas Perhubungan Kota Medan

Misi dari Dinas Perhubungan Kota Medan adalah membangun dan

mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang bertumpu pada pertanian,

agroindustri, pariwisata dan sektor-sektor unggulan serta mengembangkan
sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dengan cara :

a. Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana
perhubungan (rekondisi/ survival),

b. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang
perhubungan dan menegakkan hukum secara konsisten (restrukturisasi
dan reposisi),

c. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan perhubungan,

d. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan jasa perhubungan yang
handal, berdaya saing dan memberi nilai tambabh.

3. Tujuan Dinas Perhubungan Kota Medan

Adapun tujuan dari Dinas Perhubungan ini adalah untuk mewujudkan

pelayanan yang baik di bidang perhubungan yang semakin maju agar dapat

terus memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan kemajuan llmu dan

Tekhnologi yang berlaku.
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Struktur organisasi diperlukan untuk membedakan batas - batas wewenang

dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukan adanya hubungan/

keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan dapat diterapkan,

sehingga efisiensi dan efektivitas kerja dapat diwujudkan

melalui struktur

organisasi.
Eepala
Dimas
]
Zekretariz
' ! !
Kamubag Kazuhag Kasmubag
Umum Eeuanzan Program
¥ ¥ ¥ »
Eatd Tekhsapra . Eabid Laln & Angk _ o Fabid Hub. Laut & — Eabid Parlar
Angk Darat Drarat Tdara
Ezsi Teklmik N Eazi Manzgamean . Kazz1 Eeparlabuhan Kaszi Parkir Ehn=us
Perbengkelan karosan Fekavasz & Lalu lintas & Eebandarudaraan
Eazi Pengembangan Kasi Angloatan Darat | | | Kasi LaluLintas & || ] Kasi Parkir Harian
™| Pengujimn Kendzraan | [ Anglotan Laut Wilayah - I
Barmotor
Eazi Penzombangan L, Eazzi Penpendalian & e EKa:i Permmjans & s Easi Parkir Harian
1 Tekmnik Terminal Keterfiban Ees. Pelayanan Wilayah - IT

Gambar 4.1.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan
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4.1.2. Job Description

Berikut ini adalah Uraian Tugas (Job Description) dari setiap unit pada

Dinas Perhubungan Kota Medan yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan.

a)

b)

d)

Mengindentifikasi,menemukenali, serta memahami sistem transportasi
kota berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan.
Menyusun siklus perencanaan dan penganggaran bidang perhubungan
kota.

Menyampaikan rancangan siklus perencanaan dan penganggaran
bidang perhubungan kota kepada Walikota Medan melalui Sekretaris
Daerah untuk ditetapkan sebagai pola kebijakan transportasi
berkelanjutan di Kota Medan.

Mengidentifikasi, mendisposisi dan menugaskan tindak lanjut surat-

surat masuk kepada bawahan.

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

perhubungan.

a)

b)

Mengidentifikasi, menyusun dan mengagendakan rapat-rapat
perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana kebijakan sistem
transportasi kota.

Menyelenggarakan ~ dan  memimpin  rapat-rapat  koordinasi,
perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta implementasi kebijakan

transportasi perkotaan yang diselenggarakan.
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c) Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi bakortib lalu lintas Kota
Medan.

d) Mendorong pelaksanaan pelayanan dan perizinan di bidang
perhubungan yang baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan.

a) Mengidentifikasi dan menemukenali kebutuhan keterampilan dan
keahlian ~ khusus  yang  diperlukan  didalam  pelaksanaan
kebijakanransportasi dan pelayanan perizinan kepada masyarakat

b) Menyelenggarakan, mengikuti diklat peningkatan kemampuan khusus
steakholder perhubungan

c) Melakukan bimbingan kepada bawahan untuk meningkatkan motivasi
dan prestasi kerja

d) Melaksanakan fungsi reward dan punishment

e) Menetapkan jenis-jenis kebijakan transportasi yang akan dilaksanakan
dan yang akan disusun.

f) Memberikan arahan proses penyelenggaraan perhubungan dan
pelayanan perizinan di bidang perhubungan

. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

a) Menerima tugas-tugas lain yang diberikan oleh walikota medan secara
tertulis.

b) Mempelajari tugas-tugas lain yang diberikan oleh walikota medan.

¢) Merumuskan tindak lanjut dari tugas-tugas lain yang diberikan.
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d) Menugaskan pelaksanaan untuk mempersiapkan rumusan tindak
lanjut.

e) Memeriksa konsep bahan tindak lanjut sekaligus menyetujuinya dan
atau membuat catatan-catatan penyempurnaan untuk mendapatkan
perbaikan kembali dari pelaksanaan.

f) Meneruskan saran tindak lanjut kepada walikota medan untuk
mendapatkan tanggapan atau persetujuan.

g) Melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan tupoksi Dinas Perhubungan

2. Sekretaris
a. Penyusunan Rencana Kerja Kesekretariatan
a) Mengumpulkan dan menyusun data/informasi relevan sebagai bahan
penyusunan rencana kerja kesekretariatan
b) Mempelajari dasar — dasar regulasi penyelenggaraan tugas — tugas
administrasi, keuangan dan penyusunan program.
b. Pengkoordinasian Penyusunan Perencanaan Program SKPD
a) Menginventarisir materi dan jadwal rapat — rapat koordinasi
penyusunan program SKPD
b) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan
rapat — rapat koordinasi penyusunan program SKPD yang diperlukan
c. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan yang meliputi
Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Kerumahtanggaan

SKPD



27

d. Pengelolaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Pengembangan
Organisasi dan Ketatalaksanaan.
3. Kasubbag Umum
a. Penyusunan Rencana Program dan kegiatan Sub. Bagian Umum
a) Mengidentifikasi dan mengenali tugas —tugas Sub. Bagian Umum.
b) Mempersiapkan rencana kerja tahunan Sub. Bagian Umum dan
c) mengajukannya kepada atasan untuk mendapat tanggapan dan
persetujuan.
d) Melaksanakan rencana kerja tahunan Sub. Bagian Umum
b. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi tata naskah dinas,penataan
kearsipan,perlengkapan dan penyelenggaraan kerumahtanggaan SKPD.
a) Menugaskan penatausahaan surat masuk dan surat keluar.
b) Mempersiapkan isi ringkas surat masuk pada lembar disposisi
4. Administrasi Kepegawaian
a. Melakukan pencatatan atas kebutuhan pembinaan kepegawaian seperti jadwal
kenaikan pangkat regular dan pilihan dan sebagainya
b. Menginformasikan hak dan kewajiban kepegawaian kepada seluruh pegawai
yang ada di lingkungan SKPD
5. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan,ketatalaksanaan,
dan kepegawaian.
a. Mengumpulkan bahan -~ bahan pengembangan kelembagaan,

ketatalaksanaan dan kepegawaian.



28

b. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan
dan kepegawaian.
6. Penyiapan bahan pembinaan,pengawasan,dan pengendalian
7. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuaidengan tugas dan
fungsinya.
5. Kasubbag Keuangan
a. Penyusunan rencana dan kegiatan Sub.Bagian Keuangan.
a) Mengidentifikasi dan mengenali tugas-tugas Sub. Bagian keuangan
b) Mempersiapkan rencana kerja tahunan Sub Bagian keuangan dan
mengajukan kepada atasan tanggapan dan persetujuan.

b. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan

a) Mengumpulkan serta mempelajari pedoman pelaksanaan dan teknis
penyelenggaraan Tugas-tugas Sub BagianKeuangan.
b) Membimbing unsur staf untuk memahami pedoman pelaksanaan dan
teknis penyelenggaraan tugas tugas Sub Bagian Keuangan.

c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan
penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan
verifikasi.

a) Menugaskan pefiata usahaan administrasi keuangan

b) Mempersiapkan administrasi/registrasi SP2D
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c) Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang
disampaikan oleh Bendahara pengeluaran yang diketahui /disetujui oleh
\PPTK SKPD.

d) Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan
tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran.

d. Penyiapan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi
keuangan

e. Penyusunan laporan keuangan

f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

6. Kasubbag Penyusunan Program

a. Penyusunan rencana,program dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan

a) ProgramMengidentifikasi dan Mengenali tugas-tugas Sub. Bagian
penyusunan program.

b) Mempersiapkan rencana kerja tahunan Sub. Bagian penyusunan program
dan mengajukannya kepada atasan untuk mendapat tanggapan dan
persetujuan

c) Melaksanakan rencana kerja tahunan Sub. Bagian penyusunan program.
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b. Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana dan
program Dinas.
a) Mengumpulkan dan mempelajari pedoman pelaksanaan dan teknis
penyelenggaraan tugas-tugas Sub Bagian Penyusunan Program.
b) Membimbing unsur staf untuk memahami pedoman pelaksanaan dan
teknis penyelenggaraan tugas-tugas sub bagian penyusunan program
c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dinas.
a) Mempersiapkan rencana dan program tahunan dari masing-masing
bidang (Sekretaris, Bidang Dinas) dan sub bidang (Kasubag/Kasi, Ka.
UPTD) untuk dapat ditampung dalam bahan Musrenbang Kota Medan.
b) Mempersiapkan Bahan Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap Tahun
yang berasal dari usulan dan masukan Bidang/Sub Bidang Dinas
Perhubungan Kota Medan.
4.1.3. Jaringan Kegiatan
Dinas Perhubungan Kota Medan adalah instansi pemerintah yang bergerak
di pelayanan transportasi darat, laut dan udara.Instansi ini juga menyediakan
sarana dan prasarana yang mendukung transportasi. Dinas Perhubungan juga
mengadakan kegiatan pembangunan di bidang perhubungan pos dan
telekomunikasi .
4.1.4. Kinerja Kegiatan
Secara umum hasil pembangunan perhubungan tahun 2013 telah
mengalami beberapa kemajuan, sedangkan target utama dari Rencana Kerja Dinas

perhubungan Kota Medan adalah pengembangan fasilitas keselamatan lalu lintas
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jalan dengan pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas jalan, guard rail, marka
jalan, delineator dan RPPJ, Pembangunan dermaga laut dan dermaga sungai serta
Peningkatan dan pembangunan bandara — bandara.

4.1.5. Rencana Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2013 merupakan rencana tahun
kedua pelaksanaan pembangunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota
MedanTahun 2012 —2016. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun
2013 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Walikota Medan
Tahun 2013, Rencana Pembangunan Jangka. Menengah Daerah (RPJMD) 2012 -
2016 dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun 2012-2016,
dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan
Kota Medan pada tahun 2013.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2013 berisi kebijakan
pembangunan perhubungan, yaitu transportasi dan kegiatan pendukungnya, yang
akan dibiayai baik melalui APBD. Uraian ini akan diawali dengan kondisi umum
yang secara singkat menguraikan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2011
dan perkiraan tahun 2012 masalah dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun
2013.

Dari perkembangan keadaan tersebut kemudian dirumuskan prioritas-
prioritas pembangunan tahun 2013 dan sasaran pembangunan yang hendak
dicapai pada masing-masing prioritas dengan mengacu kepada agenda
pembangunan Dinas

Perhubungan Kota Medan yang perlu diselesaikan pada tahun 2013. Dengan arah
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kebijakan pada masing-masing bidang pembangunan perhubungan, yang meliputi
transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, dan kegiatan penunjang
transportasi, selanjutnya disusun program-program pembangunan dikaitkan
dengan kebutuhan pendanaan.

Tujuan disusunnya Renja Dinas Perhubungan Kota Medan adalah sebagai
dokumen perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan APBD Kota
Medan Tahun 2013 yang merupakan pegangan umum perencanaan bidang
Perhubungan di Kota Medan, yang merupakan penjabaran Renstra Dinas
Perhubungan Kota Medan dalam bentuk program aksi atau kegiatan yang lebih
spesifik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan,
terkoordinir dengan baik dan merupakan bagian integral dari RPJMD.

4.2. Hasil Penelitian
4.2.1. Bentuk Pengawasan Preventif yang Dilakukan Oleh Dinas
Perhubungan Kota Medan Dalam Proses Rekrutment Juru Parkir.

Peran pemerintah untuk andil dalam penyelenggaraan Pelayanan Parkir
memiliki dampak yang besar dalam mensukseskan pelayanan parkir yang baik.
Didalam pelaksanaan parkir dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 tahun
2015, Dinas Perhubungan wajib melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap
pengelolaan dan penataan parkir. Adapun Pengawasan dan Pembinaan yang
dimaksud ialah : melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan
dari dokumen dan atau catatan yang diperlukan, memasuki tempat usaha dan atau
tempat yang dikelola memeriksa juru parkir beserta kelengkapan yang diwajibkan,

meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha/pengelolaan
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parkir, dan pengelola parkir dan atau tenaga/juru parkir yang diminta untuk
memberi keterangan sebagaimana yang telah disebutkan, wajib memenuhi
permintaan petugas pengawas sesuai ketentuan perundang-undangan.

Didalam pengelolaan dan penataan parkir tidak dapat dipungkiri Juru
Parkir juga memiliki peran yang sangat besar, sebagai orang yang ditugaskan pada
tempat parkir. Juru Parkir berdasarkan surat tugas wajib mematuhi peraturan yang
berlaku dalam melaksanakan tugasnya, Didalam melaksanakan tugasnya, juru
parkir wajib menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal dan kelengkapan
lainnya, menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggungjawab
atas keamanan kendaraan beserta kelengkapannya, menjaga kebersihan,
keindahan, dan kenyamanan lingkungan parkir, menggunakan karcis parkir resmi
yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Samarinda yang disediakan untuk satu kali
parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari satu kali, menyetorkan hasil retribusi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menata dengan tertib kendaraan yang
diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi, dan tidak lebih dari satu baris.

Pengawasan merupakan bagian dari pengendalian. Adapun cara
pengendalian dalam proses rekrutment juru parkir yaitu tidak bisa dipisahkan dari
pengawasan supaya dipatuhi suatu peraturan perundang-undangan dalam ruang
lingkup masyarakat. Pemerintah Kota Medan dalam menjaga ketentraman dan
keamaan lingkungan marka jalan agar supaya tetap dapat dimanfaatkan secara
baik, khususnya dalam pengawasan dalam rekrutment juru parkir.

Sesuai dengan sifatnya, pengawasan preventif dilakukan sudah. Peraturan

Daerah ditetapkan, tetapi sebelum perda itu mulai berlaku. Suatu perda hanya
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dapat berlaku apabila telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
mengesahkannya. Pengawasan preventif ini hanya dilakukan terhadap perda yang
berisi atau yang mengatur materi-materi tertentu, yaitu materi-materi yang
dianggap penting yaitu menyangkut kepentingan-kepentingan besar terutama bagi
Daerah dan penduduknya.

Maka dalam melakukan pengawasan preventif yang dilakukan oleh Dinas
Perhubungan dalam merekrut juru parkit memiliki beberapa kategori yaitu dengan
melakukan :

1. Pembinaan SDM

Sumber daya manusia dalam organisasi berada pada berbagai sektor salah
satunya adalah sektor publik dimana pada bidang perhubungan khususnya
perparkiran. Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai tugas dan
melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
perbantuan bidang Perhubungan serta untuk melaksanakan wewenang serta
tanggung jawab yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah dalam
rangka desentralisasi.

Untuk menjadi Juru parkir yang bertanggung jawab maka setiap Juru
parkir diberikan suatu pembinaan secara langsung. Pembinaan Juru parkir adalah
upaya untuk mendorong dan memotivasi Juru parkir dalam berupaya
mengembangkan dan memperkuat potensi dalam melakukan tanggungjawabnya
sebagai Juru parkir dan juga dapat membangkitkan kesadaran akan potensi yang

dimiliki.
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Hal ini sesuai dengan hasil wawancara saya dengan Bapak M. Zaen yang
mengatakan bahwa pembinaan sumber daya manusia yang dilakukan Dinas
Perhubungan Kota Medan dilakukan dengan cara mengambil pemuda sekitar
wilayah untuk dijadikan jukir yang selanjutnya akan di dilakukan pembinaan
langsung oleh pengawas dishub bagian perpakiran, pembinaan SDM nya akan
dilakukan sebulan sekali untuk dilakukan pemantauan dan pemberian hadiah
bilamana jukir melakukan tugasnya dengan baik, jika dalam beberapa waktu yang
di tentukan mereka melakukan hal sesuai yang prosedur mereka bisa di naikan
menjadi pengawas.

Proses pembinaan di lakukan secara langsung dilapangan oleh dinas
pehubungan bagian UPTD Perparkiran Kota Medan dan Juru parkir yang
dibina adalah Juru parkir yang memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) dan yang
terdaftar di Dinas Perhubungan bagian UPTD Perparkiran Kota Medan.

Pembinaan Juru parkir dilakukan oleh Dinas Perhubungan bagian UPTD
Perparkiran, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal 18 Peraturan Daerah
Kota Medan Nomor 14 Tahun 2009 dan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dalam bentuk :

a. Penyuluhan hukum kepada masyarakat melalui sosialisasi.
b. Pendidikan dan pelatihan kepada Juru parkir.
c. Peningkatan disiplin kepada Juru parkir.
Pada proses pembinaan Juru parkir terdapat maksud dan tujuan

dilakukannya pembinaan Juru parkir tersebut adalah :
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1. Memberikan wawasan kepada Juru parkir dalam menunjang pelaksanaan
tugasnya dilapangan.

2. Memberikan masukan kepada Juru parkir akan pentingnya permasalahan
parkir dalam ikut menunjang upaya penataan Kkelancaran sistem
transportasi perkotaan.

3. Memberikan masukan kepada Juru parkir akan pentingnya peran
pelayanan, pengelolaan, dan penataan parkir dalam mendukung tingkat
kenyamanan masyarakat, keamanan lingkungan, dan keselamatan
pengguna lalu lintas.

Saat ini proses pembinaan yang dilakukan secara langsung dan tidak
diberikan wadah untuk dilakukan pembinaan karena minimnya anggaran untuk
dilakukannya suatu pembinaan yang formal sehingga pembinaan tersebut tidak
menyeluruh dan juga kurangnya komunikasi antara Juru Parkir dengan Dinas
Perhubungan bagian UPTD Perparkiran Kota Medan.

Keberhasilan sebuah organisasi sangat tergantung dari kemampuan
untuk memanfaatkan sumber daya yang ada didalam organisasi tersebut. Sumber
Daya Manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan
kebijakan Sumber Daya Manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak
organisasi dalam mewujudkan eksistensinya, sumber daya manusia adalah potensi
yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal didalam organisasi yang dapat
diwujudkan menjadi potnsinya secara fisik dan non fisik.

Dinas Perhubungan bagian UPTD Perparkiran Kota Medan melaksanakan

tugasnya memanfaatkan sumber daya manusia yang ada untuk melaksanakan
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tugas yang diberikan kepadanya yakni melaksanakan pembinaan kepada Juru
parkir yang ada di Kota Medan.

Penulis dapat melihat bahwa kualitas sumber daya manusia atau disebut
juga sumber daya personil sebagai penunjang tugas UPTD Perparkiran Dinas
Perhubungan Kota Medan yang belum ideal untuk melakukan pengawasan
terhadap Juru parkir dilapangan maupu melakukan pendataan terhadap potensi —
potensi lahan parkir baru yang potensial, seperti adanya parkir pada halaman-
halaman kegiatan ekonomi yang produktif/ kegiatan usaha.

2. Standarisasi dan Tingkat Kinerja Juru Parkir

Kota Medan menjadi salah satu daerah yang pertumbuhannya terus
berkembang pesat dengan peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya yang
signifikan. Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, jumlah kendaraan
pribadi yang dimiliki oleh masyarakat kota Medan juga semakin meningkat,
sehingga mengakibatkan tingginya arus kendaraan di jalan raya dan meningkatkan
kebutuhan akan kawasan parkir.

Dari hasil wawancara kepada Bapak Syukran selaku Karyawan Dinas
Perhubungan Kota Medan standarisasi dan tingkat kinerja juru parkir yaitu sesuai
SOP yang berlaku dan dilakukannya pelatihan tentang cara menggunakan alat
untuk E-parking agar tidak adan kecolongan bagi wilayah yang di tetapkan
menggunakan sistem E-parking, untuk menunjang tingkat kinerja mereka yaitu
jika mereka melakukan tugas mereka dengan baik dan tidak ada kecurangan

mereka akan diberikan suatu hadiah bisa berupa apa saja, tapi apabila mereka
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ketahuan tidak melakukan tugas mereka sesuai SOP yang berlaku dan berbuat

curang maka mereka akan di kenai sanksi atau SP.

Dalam ketetapan juru parkir memiliki syarat dan aturan yang berlaku yaitu :

1. Kualifikasi Juru Parkir

a.

b.

C.

g.

Sehat jasmani dan rohani

Memiliki loyalitas, etos kerja yang baik

Memahami dan mematuhi tatakelola pengaturan parkir.
Sanggup menjaga keamanan dan ketertiban ditempat parkir.
Memiliki jiwa ulet dan telaten dalam melaksanakan tugasnya.
Mampu bekerja dalam tim

Berani bertanggungjawab atas kesalahan pekerjaan.

2. Kompetensi Juru Parkir

a.

Memberikan pelayanan kepada semua kendaraan yang masuk dan keluar
di tempat parkir

Menyerahkan dan atau menempelkan karcis parkir kendaraan dan
menerima Pembayaran retribusi sesuai tarip tertentu didalamnya;

Menjaga ketertiban, keindahan, kebersihan dan membantu keamanan
terhadap kendaraan yang diparkir.

Memberikan pelayanan optimal dengan penuh sopan santun kepada
masyarakat pengguna jasa parkir, baik parkir berlangganan atau parkir
harian;

Menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir serta bertanggungjawab

atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
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Menciptakan kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
Memungut retribusi parkir sesuai dengan tarif yang ditentukan dari wajib
retribusi parkir harian dan wajib memberikan karcis parkir kepada

pengguna parkir.

3. Juru Parkir dilarang :

a.

Melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada pengguna jassa parkir
berlangganan

Memungut retribusi parkir harian bagi yang tidak bertugas

Memakai atau menunda penyetoran uang retribusi parkir harian sesuai
yang

ditugaskan

Meninggalkan tugas tanpa ijin dinas

Mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain;

Melanggar tata tertib, norma sosial, serta adat dan budaya yang berlaku di
masyrakat,dan

Melanggar larangan lain sesuai arahan dan petunjuk yang di berikan dinas

berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.

4. Kualifikasi Juru Parkir

Wajib disiplin serta mentaati peraturan.

Menggunakan uniform / seragam Panca Parking.

Memakai name taq sendiri.

Mengarahkan kendaraan yang akan parkir agar tidak terjadi kemacetan.
Mengetahui kondisi lapangan mana yang masih kosong / mana yang

sudah penuh.
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f. Menjaga rambu-rambu yang ada dan memberikan peringatan-peringatan
terhadap pengemudi jika terjadi kesalahan parkir
g. Megarahkan kendaraan yang parkir agar tidak parkir melintang.
h. Mengawasi kendaraan yang diparkir dan melarang orang-orang yang
tidak
berkepentingan berada di areal parkir.
I. Melakukan checklist kendaraan yang parkir.
J.  Melaporkan dan membuat Berita Acara atau insiden report mengenai
kejadian apa saja yang diketahui dan disaksikan oleh sipervisor.
k. Bila mendapatkan mobil yang tidak terkunci maka wajib melaporkan ke
Supervisor, Security atau pihak terkait dilokasi tersebut kemudian
diperiksa dan dibuatkan Berita Acara.
3. Pengawasan Kinerja Perhari

Pelaksanaan pengawasan sebelum terlaksana serta mengetahui tolak ukur
masalah yang ada dilapangan dan mencegah adanya tindakan penyimpangan yang
terjadi pelaksanaan pengawasan yaitu melalui kawasan titik yang khusus maksud
dari titik khusus tersebut dimana Pemerintahan Daerah dalam memberikan
kebijakan untuk tidak melaksanakan aktivitas parkir di titik jalan tertentu.

Pengawasan yang dilakukan seperti dengan melakukan pemantauan atau
sidak langsung di beberpa lokasi titik dari jukir yang sudah ditugaskan dari Dinas
Perhubungan Kota Medan, apakah sudah melakukan tanggung jawabnya atau

belum, jika terjadinya kesalahan maka jukir tersebut akan mendapatkan teguran.
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Hal ini sesuai dengan hasil wawancara saya dengan bapak M. Zaen selaku
Karyawan Dinas Perhubungan Kota Medan menganai pengawasan Kinerja perhari
yaitu pengawasan dilakukan pemantauan dari mobil patroli atau bisa dengan sidak
ke titik titik jukir yang sudah di tugaskan oleh dishub untuk memantau kerja para
juru parkir yang mungkin masih banyak yang bandel dan tidak menaati aturan
yang tekah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan.

Memeriksa tenaga juru parkir merupakan salah satu bentuk pengawasan
langsung yang dilakukan oleh pengawas dari Dinas Perhubungan Kota Medan.
Pengawasan langsung dapat berupa inspeksi langsung, on the spot observation, on
the sport report, yang sekaligus berarti pengambilan keputusan on the spot pula
jika diperlukan. Berdasarkan hasil penelitian, pengawas melakukan pemeriksaan
terhadap atribut dan perlengkapan parkir, dan fakta yang terjadi dilapangan juru
parkir resmi dari dinas perhubungan sudah diberikan atribut lengkap. Dan juga
saat ini, baju seragam Juru Parkir Kota Medan sudah dilengkapi dengan nomor
layanan pengaduan parkir.  Namun untuk sanksi yang diberikan apabila
melanggar aturan dengan tidak menggunakan atribut lengkap, belum dapat
diberikan sanksi yang tegas mengingat seragam juru parkir yang diberikan masih
1 buah per juru parkir, sehingga sanksi yang diberikan pun masih bisa ditolerir.

Walaupun sudah adanya peraturan daerah mengenai pengelolaan dan
penataan parkir yang menjadi landasan Dinas Perhubungan kota Medan untuk
mengelola perparkiran Tetapi pada kenyantaanya pengelolaan perparkiran pada
saat ini berbanding terbalik dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Oknum juru parkir liar yang mengelola lahan parkir ilegal masih tumbuh subur,
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dan yang menjadi permasalahan, banyak oknum juru parkir liar yang memarkir
kendaraan di badan jalan dan menggangu arus lalu lintas padahal di dalam
peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2015 pasal 50 ayat (2) melarang dengan tegas
setiap orang atau badan menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir untuk
keperluan sendiri atau usaha pokok tertentu kecuali ditentukan lain berdasarkan
kewenangan walikota sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah yang mengatur
tentang retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat parkir khusus.

Meskipun peraturan daerah telah dikeluarkan pemerintah kota Medan
dan kota Medan telah mengeluarkan peraturan mengenai pengelolaan parkir on
street di Kota Medan yang dimana parkir di tepi jalan umum di perbolehkan
sesuai dengan aturan yang berlaku namun dengan adanya parkir tepi jalan umum
dimanfaatkan oleh oknum juru parkir liar dan saat ini masih meresahkan
masyarakat, parkir on street yang dikelola juru parkir liar masih sulit untuk
dihilangkan karena belum memadainya sarana pendukung seperti rambu parkir,
garis marka parkir, papan tarif retribusi parkir dan belum optimalnya sistem
pungutan parkir dan pengawasan yang lemah, sumber daya manusia yang belum
optimal banyaknya tindakan premanisme dan pengawasan yang belum
mendukung. Dampak dari kondisi tersebut membuat pelayanan kepada konsumen
pemilik kendaraan rendah dan citra Unit Pelaksana Perparkiran terpuruk. Saat ini
banyak Kita temui juru parkir yang beroprasi di kota Medan yang belum tentu
berguna dalam hal memarkir kendaraan, keberadaan juru parkir liar di kota Medan

ini sangat berdampak dan meresahkan masyarakat kota Medan, selain kemacetan
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arus lalu lintas yang terganggu masyarakat juga mengeluhkan tidak adanya
kepastian tarif dan tindakan.
4. Evaluasi, Riview atas Kerja

Dalam Wawancara yang dilakukan kepada Bapak M. Zaen mengenai
evaluasi, riview atas kerja yaitu, Evaluasi yang dilakukan Dinas Perhubungan
Kota Medan setiap satu tahun sekali, evaluasi ini dilakukan agar dapat
meningkatkan Kinerja jukir dan memberikan penghargaan kepada jukir yang
memilki kinerja yang baik, sehingga dalam satu tahun sekali Dinas Perhubungan
Kota Medan mengumumkan jukir yang mendapatkan reward ataupun kenaikan
tunjangan yang di dapat, Reward yang diberikan biasa berupa uang tunai,
keperluan rumah tangga hingga kenaikan tunjangan ataupun gaji dari Dinas
Perhubungan Kota Medan,

Namun dari evalusi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan
masih adanya jukir yang mangkir dalam pekerjaanya. Contohnya jukir yang tidak
tepat waktu, jukir yang selalu meninggalkan lokasi parkir, menertipkan parkir
dengan mengangu lalu lintas, sehingga terkadang membuat kemacetan, jukir yang
tidak melayani masyarakat dalam penetapan parkir, sehingga perlu adanya
pembenahan atau ataupun teguran yang harus di berikan kepada jukir yang tidak
bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaanya. Hal ini menunjukkan
aktivitas perparkiran masih dinilai mengganggu aktivitas lalu lintas dan
masyarakat, serta menimbulkan kebisingan. Namun, secara umum, masyarakat

tidak keberatan dengan keberadaan aktivitas perparkiran di sekitar mereka. Dinas
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Perhubungan bertanggung jawab mencari solusi terhadap persoalan yang muncul
akibat keberadaan aktivitas perparkiran bagi masyarakat sekitar.

Dalam melakukan rekrutmen jukir, Dinas Perhubungan Kota Medan sudah
memberikan beberapa arahan dan pelatihan agar jukir yang diturunkan dapat
memberi kenyaman pengendara dalam memarkirkan kendaraanya denngan merasa
aman dan tidak kesulitan dalam melakukan parkir.

4.3. Pembahasan
1. Pembinaan SDM

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis temuan yang didapatkan
setelah mengamati kegiatan pembinaan yaitu masih banyak juru parkir juru parkir
yang tidak menggunakan atribut sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu pada
Peraturaan Daerah No 5 tahun 2015 tentang pengelolaan dan penataan parkir pasal
11 yang menyatakan bahwa”juru parkir wajib menggunakan pakaian seragam,
tanda pengenal serta kelengkapan lainnya yang ditetapkan oleh walikota atau
penjabat yang ditunjuk’ juru parkir resmi dan binaan juga masih banyak bahkan
sebagian besar tidak memberikan Kkarcis kepada konsumen dengan dalih
konsumen tidak meminta padahal menurut peraturan daerah No 5 tahun 2015
tentang pengelolaan dan penataan parkir pasal pasal 11 terkait juru parkir resmi
dan pasal 21 terkait juru parkir tidak tetap atau binaan wajib memberikan dan
menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan oleh pemerintah kota Medan
yang disediaka untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari satu
kali. Menurut Peraturan Daerah No 5 tahun 2015 tentang pengelolaan dan

penataan parkir pasal 10 menyatakan bahwa juru parkir dilarang mengalihkan
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tugas dan tanggungjawab kepada pihak lain, akan tetapi dari temuan peneliti
dilapangan terdapat juru parkir yang menggunakan identitas juru parkir lain, dan
tidak memiliki karcis.

Dari temuan peneliti dilapangan dapat di pahami bahwa pembinaan juru
parkir sebenarnya tujuan sudah baik akan tetapi terkait bentuk pembinaan yang
akan diberikan belum maksimal karena baru hanya dengan pendataan, tanpa
adanya pelatihan khusus yang diberikan Dinas Perhubungan kepada juru parkir
yang dibina dan dibutuhkan pelatihan untuk aturan parkir dan dibutuhkan tindak
tegas dari petugas yang berwenang dalam penertipan kembali untuk

memanimalisir hal-hal seperti diatas.

2. Standarisasi Dalam Perekrutan

Perekrutan juru parkir menjadi juru parkir binaan adalah sebuah strategi
yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam menangani keberadaan juru parkir
di Kota Medan, perekrutan juru parkir binaan dianggap sebagai cara
mendapatkan retribusi parkir dari juru parkir selain juru parkir resmi Dinas
Perhubungan, keterbatasan anggaran pemerintah daerah menjadikan juru parkir
binaan sebagai pemecahan masalah, dimana juru parkir liar dapat dibina, retribusi
parkir dapat didapatkan dan juru parkir liar berkurang dengan adanya perekrutan
juru parkir akan mencegah adanya kebocoran retribusi parkir yang selama ini
terjadi diakibatkan oleh juru pakir liar yang mengambil seluruh keuntungan tanpa

memberikan pemasukan bagi PAD Kota Medan.
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Dari hasil penelitian dan temuan penulis dilapangan bahwa juru parkir
resmi bekerja sesuai dengan wilayah yang telah ditetapkan oleh Dinas
Perhubungan Kota Medan juru parkir resmi Dinas Perhubungan biasanya
bertempat di pertokoan yang berada di pinggir jalan ataupun pusat perbelanjaan di
Kota Medan, satu titik parkir terkadang digunakan oleh dua juru parkir resmi
yang bergantian jam kerja. Juru parkir binaan dalam hal pembagian pendapatan
sesuai dengan ketentuan yaitu juru parkir binaan mendapatkan keutungan 60%
dan Dinas Perhubungan 40%, adapun hasil setoran setiap harinya yang juru parkir
binaan setor harus sesuai dengan kesepakatan, besar dan kecilnya setoran juru
parkir binaann dilihat dari luas wilayah titik parkir yang dikelola juru parkir
binaan
tersebut, dan jumlah karcis yang telah habis terpakai, maka akan ada petugas dari

Dinas Perhubungan yang bertugas untuk menarik retribusi tersebut.
Berdasarkan data Penagihan Retribusi Seksi Perparkiran bahwa sudah ada
petugas dari Dinas Perhubungan Kota Medan yang betugas untuk penagih dan
menarik retribusi parkir untuk juru parkir resmi maupun binaan yang ada di Kota
Medan. Berdasarkan hasil wawacara diatas seksi perparkiran melakukan
perekrutan juru parkir untuk menjadi juru parkir binaan Dinas Perhubungan,
Juru parkir binaan adalah juru parkir yang direkrut oleh Dinas Perhubungan,
bersifat resmi hanya saja juru parkir Binaan belum menjadi pegawai PTTH dan
tidak mendapatkan gaji setiap bulannya melainkan sistem bagi hasil sesuai
dengan pendapatan. menjadikan juru parkir liar menjadi juru parkir binaan

dianggap sebagai strategi yang baik dalam upaya penanganan juru parkir liar,
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sebab melihat keadaan dilapangan juru parkir liar sangat banyak sehingga tidak
memungkinkan untuk dijadikan sebagai juru parkir resmi, juru parkir resmi dan
juru parkir binaan sama-sama memegang karcis parkir resmi yang dieluarkan oleh
pemerintah Kota Medan, menggunakan atribut resmi sesuai aturan di dalam
PeraturanDaerah No 5 tahun 2015 tentang pengelolaan dan penataan parkir pasal
pasal 11, serta memberikan kontribusi PAD yang disetorkan kepada DISHUB
namun ada perbedaan setoran saja sesuai dengan pendapatan.

Adanya jalan yang memiliki titik parkir kendaraan mobil maupun motor
terdapat lebih dari satu tempat parkir dalam satu jalan sesuai dengan kebutuhan
yang ada. Pembagian wilaya parkir baik Juru parkir di bagi perpetak oleh Dinas
Perhubungan, meskipun jumlah setoran sudah ada ditentukan setiap hari akan
tetapi setoran setiap juru parkir tidak menentu setip harinya dikarenakan
tergantung keramaian kegiatan parkir, jam kerja untuk juru parkir binaan lebih
fleksibel yaitu sesuai kemampuan mereka apabila mereka dapat bekerja sehari
penuh maka akan mendapatkan hasil yang banyak, akan tetapi apabila mereka
tidak dapat bekerja sehari penuh tentunya akan berpengaruh dengan minimnya
pendapatan, adapun untuk juru parkir resmi memiliki jam kerja.

Dari temuan penulis dilapangan bahwa tidak ada kegiatan khusus ataupun
petugas khusus yang melakukan perekrutan juru parkir untuk kemudian
menjadi juru parkir binaan, semua hanya dilakukan secara fleksibel, dalam artian
bahwa ketika petugas patroli yang sedang bertugas untuk pengawasan dan

pengamanan menemukan juru parkir dapat langsung mendata apabila juru
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parkir liar tersebut ingin mejadi juru parkir binaan, dan kemudian akan diproses

untuk perizinan di kantor Dinas Perhubungan Kota Medan.

3.

Pengawasan/Monitoring Kinerja Perhari

Untuk mengetahui apakah aturan yang diimplementasikan berjalan dengan

baik atau tidak tentunya dibutuhkan sebuah pengawasan ataupun monitoring

untuk mempermudah evaluasi dikemudian hari apabila ada kekurangan ataupun

kesalahan dalam pengimplemntasian aturan, aparatur yang bertanggung jawab

untuk melaksanakan pengawasan/monitoring seksi perparkiran dapat dilihat surat

tugas Nomor 550/039/100.5 yang dikeluarkan seksi perparkiran yang berisi

sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Melakukan pembinaan dan pengawan terhadap pengaturan parkir baik itu juru
parkir resmi, juru parkir binaan dan juru parkir tidak dibina (juru parkir liar)
dalam hal pengaturan, penataan parkir tepi jalan umum, tempat khusus parkir
dan penyelenggaraan parkir serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaa
kegiatan dalam hal pentaan dan pemungutan retribusi.

Melakukan patroli dan pegaturan parkir di lapangan

Serta dalam melaksanakan tugas harus bersikap sopan, rama, tegas dan
bertanggung jawab.

Serta selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
Melaporkan hasil kepada Dinas Perhubungan Kota Medan setelah
melaksanakan kegiatan tugas diatas.

Untuk pengawasan juru parkir binaan, resmi maupun juru parkir liar

petugas patroli Dinas Perhubungan tidak hanya melakukan pengawasan sendiri,
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ada beberapa titik yang bekerja sama dengan pihak ketiga yang dianggap mampu
membantu untuk penertipan juru parkir yang dibawa naungan ORMAS. Adapun
hasil penelitian yang didapatkan penulis dilapangan bahwa memang benar
sebagian besar juru parkir liar yang berada di beberapa jalan di Kota Medan sudah
jadi juru parkir binaan Dinas Perhubungan Kota Medan.

Kesuluruhan titik parkir di daerah pusat perbelanjaan dan pusat keramaian
didominasi oleh juru parkir binaan Dinas Perhubungan. Namun berkaitan dengan
kedisiplinan juru parkir baik binaan maupun resmi penulis mendapati masih
banyak yang melanggar terutama dalam pemberian karcis parkir kepada
pelanggan, tidak menggunakan atribut lengkap, melakukan parkir kendaraan
hingga di badan jalan dan kehilangan kelengkapan kendaraan contohnya helm
masih saja dibebankan oleh konsumen selain daripada itu dari pengamatan penulis
dilapangan terkait dengan sikap petugas patrol Dinas Perhubungan masih kurang
tegas, sehingga fenomena juru parkir yang tidak disiplin ini masih saja terus ada.
4. Evaluasi, Review atas kerja

Evaluasi dilakukan setiap bulan untuk membahas hasil pengawasan dan
bagaimana solusi yang harus diambil untuk langkah selanjutnya. Pengawasan dan
evaluasi sudah sering kali dilakukan oleh Dishub dalam pengelolaan tempat
parkir, namun ternyata masih banyak permasalahan yang timbul di lapangan.
Salah satunya adalah permasalahan karcis parkir. Berdasarkan peraturan yang ada,
telah diatur secara jelas bahwa pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat

terhadap retribusi pelayanan jasa parkir umum dan jasa parkir khusus diberikan
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bukti pembayaran berupa karcis parkir (Pasal 17 Ayat (1) Perda Kota Malang
Nomor 4 Tahun 2009).

Pengelolaan Tempat Parkir bertujuan untuk memberikan perlindungan
kepada masyarakat yang memarkir kendaraannya terhadap bahaya, kerugian dari
tindak kejahatan ditempat parkir yang telah ditentukan. Hal ini juga diperkuat di
pasal 19 bahwa jukir bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban setiap
kendaraan. Dengan begitu semakin jelas bahwa jukir harus bertanggung jawab
atas segala keamanan kendaraan yang di parkir, baik barang yang ada di
kendaraan maupun kendaraannya. Karena jika lalai maka jukir wajib mengganti
rugi dan bisa di tuntut hukuman pidana. Dengan kasus tersebut, kesannya Dishub
melindungi jukir bukan malah melindungi konsumen pengguna jasa parkir.
Seharusnya sebagai pengawas dan pembina pengelolaan parkir, Dishub tidak
mencetak karcis parkir dengan klausal yang bertentangan dengan esensi yang ada
di Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

Jika dihubungkan dengan teori prinsip pelayanan publik, ada prinsip
keamanan, masyarakat dalam hal ini konsumen parkir harus merasakan rasa aman
dan kepastian hukum. Bagaimana konsumen pengguna parkir bisa merasa aman
jika antara aturan dan pelaksanaan di lapangan tidak singkron. Prinsip
kenyamanan, selain mengandung keamanan juga perlu kenyamanan, dimana jukir
melayani dengan ramah, memberikan hak Kkarcis parkir terhadap konsumen.
Prinsip lainnya dalam manajemen pelayanan adalah tanggung jawab. Bertanggung

jawab terhadap pelayanan disini adalah jukir yang bertugas harus totalitas dalam
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bekerja, serta bertanggungjawab terhadap segala masalah yang timbul di lokasi

parkir yang dijaga oleh jukir tersebut.



BAB V
PENUTUP
5.1.Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka kesimpulan
dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pembinaan Sumberdaya Manusia di Dinas Perhubungan Kota Medan,
dimana masih banyak juru parkir juru parkir yang tidak menggunakan
atribut sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu pada Peraturaan Daerah
No 5 tahun 2015 tentang pengelolaan dan penataan parkir pasal 11 yang
menyatakan bahwa”juru parkir wajib menggunakan pakaian seragam,
tanda pengenal serta kelengkapan lainnya.

2. Juru parkir resmi bekerja sesuai dengan wilayah yang telah ditetapkan
oleh Dinas Perhubungan Kota Medan juru parkir resmi Dinas
Perhubungan biasanya bertempat di pertokoan yang berada di pinggir jalan
ataupun pusat perbelanjaan di Kota Medan, hal ini sudah sesuai dengan
standarisasi dan kinerja kerja karyawan di Dinas Perhubungan Kota
Medan

3. Terkait pengawasan kinerja kerja di Dinas Perhubungan Kota Medan,
yaitu asih adanya pelanggaran yang dilakukan jukir seperti dalam
memberikan karcis parkir dan kehilangan kelengkapan kendaraan
contohnya helm, ini dikarenakan petugas patrol Dinas Perhubungan masih
kurang tegas, sehingga fenomena juru parkir yang tidak disiplin ini masih

saja terus ada.

52
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4. Evaluasi dan Review atas kerja di Dinas Perhubungan Kota Medan, masih
adanya jukir yang mangkir dalam pekerjaanya. Contohnya jukir yang tidak
tepat waktu, jukir yang selalu meninggalkan lokasi parkir, menertipkan
parkir dengan mengangu lalu lintas, sehingga terkadang membuat
kemacetan, jukir yang tidak melayani masyarakat dalam penetapan parkir,
sehingga perlu adanya pembenahan atau ataupun teguran yang harus di
berikan kepada jukir yang tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan

pekerjaanya

5.2.5aran

Dari keseimpulan penelitian diatas maka peneliti memberikan saran dalam

penelitian ini yaitu :

1. Dinas Perhubungan Kota Medan perlu mengadakan pelatihan rutin dan
sosialisasi aturan yang berlaku untuk pemahaman juru parkir dalam
memarkir kendaraan agar lebih memahami dan lebih tertib melakukan
pelayanan parkir.

2. Dinas Perhubungan Kota Medan hendaknya memberikan pengawasan
yang ketat di setiap lokasi parkir untuk meminimalisir kecurangan juru
parkir binaan maupun resmi bertujuan memaksimalkan pendapatan
retribusi parkir dan menjaga kelancaran lalu lintas.

3. Dinas Perhubungan Kota Medan perlu menambah petugas patroli dan
petugas pengawasan retribusi parkir, Perlu adanya tindakan tegas bagi
oknum juru parkir liar maupun masyarakat yang menggunakan jasa parkir

liar.
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4. Agar melakukan percepatan dalam pembangunan kantung parkir dengan
bekerja sama dengan kemitraan pihak ketiga sebagai upaya untuk

menjawab kebutuhan kawasan parkir di Kota Medan
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1. Pembinaan Sumberdaya Manusia

Dinas Perhubungan :

1. Apa strategi yang diambil oleh Dinas Perhubungan Kof§"Medan dalam
membina sumberdaya manusia yang ada di bidang pethubungan juru
parkir?

2. Bagaimana program pelatihan yang diadakan oleh Dinas Perhubungan
Kota Medan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di bidang
perekrutan juru parkir? Apa saja program pelatihannya?

3. Apakah Dinas Perhubungan Kota Medan bekerja sama dengan institusi
pendidikan lokal dalam mengembangkan sumberdaya manusia di bidang
perhubungan? Jika ya, bagaimana bentuk kerja sama tersebut dilakukan?

4. Apakah ada kesempatan yang diberikan Dinas Perhubungan Kota Medan
untuk dapat mengembangkan karir?

Juru Parkir :

1. Bagaimana dinas perhubungan kota medan melatih juru parkir dalam hal
pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menjalankan
tugasnya?

2. Bagaimana manajemen atau supervisor dapat membantu dalam
mengembangkan keterampilan dan karir sebagai juru parkir?

3. Apa yang dapat dilakukan agar meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan untuk pengembangan karir sebagai juru parkir?

2. Standarisasi dan Tlngkai Kinerja




Dinas perhubungan :

1. Apa standar yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan dalam
menilai kinerja seorang juru parkir?

2. Bagaimana cara Dinas Perhubungan Kota Medan memastikan bahwa
setiap juru parkir mematuhi standar kinerja yang telah ditetapkan? Apakah
ada'pengawasan?

3. Apakah terdapat sistem penghargaan atau sanksi bagi juru parkir yang
berhasil atau gagal memenuhi standar kinerja yang ditetapkan? Jika ada,
bagaimana sistem tersebut dijalankan?

4. Apakah ada target dari Dinas Perhubungan Kota Medan untuk

meningkatkan pendapatan dan pelayan dari adanya juru parkir?
Juru Parkir :

1. Bagaimana Anda memastikan bahwa Anda memenuhi standar kinerja
tersebut dalam pekerjaan sehari-hari?

2. Apakah Dinas perhubungan kota medan ada melakukan pemantauan
kinerja juru parkir secara teratur?

3. Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja Anda

sebagai juru parkir, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun
etika profesi?

. Pengawasan kinerja perhari
Dinas Perhubungan :

1. Apa yang menjadi standar kinerja yang dijadikan acuan dalam melakukan
pengawasan kinerja juru parkir?



2. Bagaimana Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan pengawasan
kinerja juru parkir setiap harinya?

3. Apakah terdapat sistem pelaporan atau mekanisme pengaduan bagi
pengguna jasa parkir yang merasa tidak puas dengan kinerja juru parkir?
Jika ada, bagaimana sistem tersebut dijalankan dan ditangani oleh Dinas
Perhubungan Kota Medan?

Juru Parkir :

1. Apa yang menjadi acuan atau standar kinerja dalam pekerjaan sehari-hari
sebagai juru parkir?

2. Bagaimana Anda menanggapi dan menyelesaikan pengaduan atau
masalah yang disampaikan oleh pengguna jasa parkir yang merasa tidak
puas dengan pelayanan yang diberikan?

3. Bagaimana Anda memastikan bahwa kinerja Anda selama bekerja sebagai
juru parkir dipantau dan dievaluasi setiap harinya?

. Evaluasi dan Riview atas Kinerja

Dinas Perhubungan :

1. Apakah ada evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan?
Biasamya dilakukan setahun berapa kali?

2. Apa saja yang menjadi fokus evaluasi dan review atas kinerja juru parkir,
seperti apakah meliputi efektivitas, efisiensi, ketepatan waktu, dan lain-lain?

3. Bagaimana Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan evaluasi dan
review atas kinerja juru parkir secara berkala?

4. Apakah hasil evaluasi dan review digunakan untuk meningkatkan kinerja

juru parkir dan pelayanan jasa parkir secara keseluruhan?

Juru Parkir :



[ -
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